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  ABSTRAK 
 
Masalah politik uang memang tidak asing dan tidak ada habisnya di dengar, karena masih banyak 
masyarakat yang belum memahami terhadap aturan dan larangan politik uang tersebut. Sehingga 
masyarakat menganggap bahwa poitik uang merupakan wadah demokrasi untuk masyarakat pekon dalam 
hal kebebasan untuk dipilih atau memilih dan politik uang ini juga merupakan salah satu cara untuk 
mempengaruhi masyarakt sebagai pemilih. Seperti yang terjadi di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau 
Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  
pandangan hukum Islam terhadap praktik politik uang dalam pemilihan peratin di Pekon Pajar Agung 
Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Dan Untuk Mengetahui bagaimana pandangan hukum 
positif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan  Belalau 
Kabupaten Lampung Barat. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 
praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten 
Lampung Barat? (2)Bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan 
Peratin di Desa Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat? Dan apa perbedaan dan 
kesamaan hukum tersebut?. Dalam Penelitian ini  penulis skripsi  menggunakan penelitian lapangan (field 
research). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 
diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sementara data sekunder merupakan data penunjang atau data 
pelengkap dalam penelitian ini. Adapun tenik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 
wawancara dan dokumentasi. Dan metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kompratif dengan tehnik deduktif.  
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Politik 
Uang dalam Pemilihan Peratin Di Pekon Pajar Agung termasuk ke dalam kategori risywah. Risywah 
merupakan penyakit sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bemasyarakat dan tidak 
dibenarkan oleh ajaran Islam baik orang yang memberi atau yang menerima sama-sama tidak 
diperbolehkan di dalam syari’at.  Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-qur’a>n Q.S. Al-Baqarah: 2: 
188. Sedangkan menurut Hukum Positif Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Peratin di Pekon 
Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat merupakan suatu tindakan yang melanggar 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 pasal 73 ayat 3. Adapun persamaan dan perbedaan hukum Islam 
dan hukum positif terhadap politik uang dalam pemilihan peratin. Persamaannya sama-sama menganggap 
politik uang dalam pemilu itu tidak diperbolehkan dan dilarang. Sedangkan perbedaannya dalam hukum 
Islam sendiri perbuatan semacam itu dilarang oleh syari'at dan perbuatan politik uang termasuk kedalam 
kategori risywah. Sedangkan dari segi hukum positif sendiri memandang politik uang sebagai suatu 
tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Dari segi sanksi hukumannya dimana menurut 
hukum Islam yaitu memiliki ancaman atau hukuman yang di berikan oleh Allah SWT berupa ancaman di 
akhirat kelak, sedangkan dalam hukum positif  hukumannya yaitu berupa hukuman dunia berupa penjara 























                               
       ) 811البقرة:  سورة ) 
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan  
yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya  
kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu  
dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. 
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A. Penegasan Judul 
 Adapun untuk menghindari kesalah pahaman dan pengertian terhadap judul skripsi ini, maka 
penulis perlu menjel  askan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam judul  skripsi ini, yaitu: 
"Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi kasus di 
Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten  Lampung Barat)" yang sebagai berikut: 
1. Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan 
imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta 




2. Pemilihan Peratin adalah suatu pemilihan Peratin secara langsung oleh warga pekon setempat 
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2
 Sebutan adatnya kepala desa di 
Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat disebut dengan “Peratin”. 
3. Peratin adalah pejabat pemerintah pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 




4. Perspektif adalah konteks sistem dari persepsi visual melalui sudut pandang untuk melukiskan 
suatu objek atau masalah berdasarkan sifat atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.
4
 
5. Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan-aturan dan 
larangan bagi umat muslim.
5
 
6. Hukum positif disebut juga dengan ius constitutum yang berarti asas dan kaidah hukum tertulis  
yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan di tegakkan oleh  
atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.
6
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa politik uang dalam pemilihan Peratin  perspektif hukum Islam 
dan hukum positif adalah suatu cara yang mempengaruhi pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung 
Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dalam dua sudut pandang yakni yakni ketetapan 
yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. 
B. Latar Belakang Masalah 
Dalam Islam  hukum dikenal dengan kata Fiqh atau syari'at Islam, yang didalamnya mencakup 
tentang hukum-hukum dan batasan yang dibutuhkan masyarakat yang penerapannya sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 
                                                                   
1 Kumolo Thahjo, Politik Hukumi PILKADA Serentak. (Bandung. PT Mizan Publika. 2015), 145. 
2  Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat  Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon Pasal 42. 
3 Ibid, Pasal 1 Ayat 19.  
4Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 81. 
5Faisal Abdoe, Tinjauan Hukum Islam Secara Komprehensif Terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 
Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lpas dan Rutan di Indonesia. (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung, 2019) 






Maka demi terlaksananya harapan tersebut sebagai insan yang bependidikan dan bertanggung 
jawab terhadap hukum sudah mestinya  harus membantu  dengan melakukan pemberantasan terhadap 
pelaku-pelaku yang bertentangan dengan tujuan utama syari'at Islam. 
Suap adalah politik uang (money politic). Adapun definisi dari politik uang itu merupakan 
memberikan sesuatu dengan niat untuk menarik simpati orang lain dengan maksud-maksud tertentu. 
Al-qur’a>n dan sesuai sabda Rasulullah menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang 
yang haram. Allah SWT berfirman: 
                              
        ) 811البقرة:  سورة )   
 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan 
jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 
dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, 
Padahal kamu mengetahui”.7(Q.S. Al-Baqarah:2:188) 
Dan disebutkan pula dalam sebuah hadist ancaman bagi orang yang melakukan politik uang 
yang di riwayatakan oleh Abu Dawud yang berbunyi:  
)رواه ابو داود(8عْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو قَاَل َلَعَن َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم الرَّاِشى َواْلُمْرَتِشى  
“Dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah Saw. telah melaknat orang yang melakukan 
suap dan orang yang menerima suap”. (HR Abu Dawud). 
Adapun salah satu upaya mensejahterakan kehidupan manusia adalah memilih pemimpin yang 
adil dan bijaksana. Upaya ini telah dilakukan oleh masyarakat Pekon Pajar Agung dalam memilih 
Peratin.  
Sebagaimana masyarakat lain, masyarakat Pekon Pajar Agung, mendambakan pelaksanaan 
pilkades yang murni, tulus dan berjalan sesuai dengan prosedur. Namun yang terjadi, para calon 
peratin berusaha menarik simpati masyarakat dengan berbagai cara demi memenangkan pemilihan 
Peratin. Menarik simpati masyarakat itu lumrah, namun bila cara menarik simpati itu dilakukan 
dengan Politik uang akan merugikan masyarakat sendiri. 
Politik uang dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian dalam bentuk apapun dari calon 
Peratin (calon kepala desa) kepada masyarakat sebagai pemilih dengan tujuan untuk mendapatkan 
banyak suara pada pemilihan. Dan juga dapat dimaknai sebagai sarana mempengaruhi masyarakat 
dengan menggunakan imbalan materi dalam proses kontestasi kekuasaan.
9
 
Politik uang sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 pasal 73 
ayat 3 yang menjelaskan bahwa siapun pada waktu diselenggarakan pemilihan umum melakukan 
                                                                   
7 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2015), 29. 
8 Sulayman, Ibn al-Ash’ath al-Sajastaniy Abu Dawud, Sunan Abi Daud, Juz II, No. 3580, (Bayrut: Dar al Fikr, 2007), 
324. 
9 Iradhad Taqwa Sihidi, Relasi Politik Uang dan Party-ID di Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas 





pemberian atau janji menyuap, akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana 
dikenakan kepada yang memberi maupun yang diberi. 
Terkait dengan sanksi pidana bagi calon peserta pemilihan yang melakukan politik uang 
terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 149 ayat (1) dan (2) yang 
berbunyi: 
1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasrkan aturan-aturan umum, dengan memberi 
atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya 
memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 
atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. 
2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau 
disuap. 
Dari deskripsi di atas nampak bahwa agama dan Undang-Undang telah melarang adanya money 
politic dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya mempunyai sisi-sisi kesamaan yaitu 
demi kemaslahatan manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda, perbedaan tersebut 
karena kondisi sosio politik yang telah mempengaruhinya. 
Namun pada kenyataannya, belum sesuai dengan apa yang diharapkan Undang-Undang. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 
Pemerintahan Pekon, yang mana kasus money politic yang masih sering terjadi diakibatkan oleh 
persaingan antar calon Peratin. Oleh karena itu, untuk menggali lebih lanjut hal ini, penulis merasa 
tertarik untuk mengangkat dan mengulasnya dalam skripsi ini dengan judul: "Politik Uang Dalam 
Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi kasus di Pekon Pajar Agung 
Kecamatan Belalau Kabupaten  Lampung Barat)". 
C. Fokus  Penelitian dan Sub Fokus Penelitian 
1. Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan fokus penelitian ini 
yaitu, Politik Uang Dalam  Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif “(Studi 
Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”. 
2. Sub Fokus Penelitian 
Dari fokus penelitian diatas, maka dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada 
penelitiannya yaitu bagaimana Politik Uang Dalam  Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam 
Dan Hukum Positif, Penelitian merumuskan Sub Fokus Penelitian yaitu sebagai berikut: 
a. Politik Uang dalam Pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Perspektif Hukum Islam. 









D. Rumusan Masalah 
Sesuai latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena tersebut, maka diambil suatu 
rumusan masalah penelitian: 
1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di 
Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat? 
2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di 
Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat? Dan apa perbedaan dan 
kesamaan hukum tersebut?  
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik politik uang dalam 
pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktik politik uang dalam 
pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan  Belalau Kabupaten Lampung Barat. 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini yang dimaksud sebagai berikut: 
1. Secara teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan kesadaran masyarakat tentang 
politik uang sehingga dapat tercipta demokrasi yang benar-benar jujur dan adil. 
2. Secara praktis 
Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat baagi penulis untuk memenuhi tugas akhir 
guna memperoleh gelar sarjana hukum di jurusan Hukum Tatanegara (Siya>sah Syar'iyyah), 
fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan penulis melihat ada 
yang membahas tentang politik uang seperti pada skripsi dibawah ini yaitu: 
Skripsi karya Mukhsinin yang berjudul " Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa 
dalam Perspektif Hukum Positif dan hukum Islam". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak 
pidana politik uang pilkades dalam perspektif hukum positif dan hukum islam di Desa Megonten Kec. 
Kebonagung Kab. Demak. Saran dari penelitian ini adalah sebagai warga negara yang baik dapat lebih 
mempunyai kesadaran atas bahaya politik uang dan bersama-sama mencegah terjadinya politik uang 
dalam memilih pemimpin ditingkat pusat maupun daerah, dansebaiknya mempunyai kesadaran 
tentang larangan politik uang dalam hukum positif dan hukum islam sehingga dapat memilih 
pemimpin yang bersih dan amanah.
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Skripsi karya Hasan Abdillah yang berjudul "Money Politik dalam Pilkades Desa Tegal Ampel 
Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini 
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bertujuan untuk mengetahui sejauhmana batasan hukum atau tinjauan hukum islam terhadap tindak 
Money politic dalam kasus pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Tegal Ampel Bondowoso. 
Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya kepercayaan diri seorang atau para calon kepala desa yang 
benar-benar memang layak untuk menjadi kepala desa, tetapi justru takut dikalahkan oleh calon lain 
yang tidak mempunyai potensi untuk menjadi kepala desa sehingga calon kepala desa yang layak 
tersebut melakukan praktik money politic.11 
Skripsi karya Rani Lakswi Bay yang berjudul " Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala 
Desa di Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2013". Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui terjadinya Praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun 
2013 dan untuk mengetahui perilaku politik calon kepala desa dan perilaku memilih masyarakat desa 
sido luhur. Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah lebih memperhatikan dan meningkatkan 
pengawasan di setiap daerah atau desa yang akan mengadakan pemilihan calon kepala desa agar tidak 
terjadi kecurangan seperti Money politik.12 
Skripsi karya Mat Supriansyah yang berjudul "Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan 
Hukum Islam dan Undang-Undang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum 
Islam dan Undang-Undang terhadap money politic dikalangan masyarakat. Saran dari penelitian ini 
adalah bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi perilaku money politic yang 
dilakukan oleh caleg, dan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam pemilihan umum, untuk 




Jurnal karya Nadya Nurul Afifah yang berjudul "Persepsi Pemilih Tentang Politik Uang dalam 
Pemilihan Kepala Desa Di desa Gedungsari". Jurnal ini membahas tentang persepsi pemilih tentang 




Jurnal karya Dendy Lukmajati yang berjudul “Praktik Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 
2014”. Jurnal ini membahas tentang praktik-praktik politik uang yang tergolong dalam pemilu. Karena 
di dalam UU sudah diatur bahwa penyelenggaraan pemilu tidak diperbolehkan melakukan politik uang 
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H. Metode Penelitian 
Metode penelitian yaitu tatacara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.
16
 Untuk 
mendapatkan data dan informasi dalam penulisan proposal skripsi ini maka dalam penelitian ini 
penulis menggunakan metode: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah sebagai jenis penelitian lapangan (field research), atau kualitatif yaitu 
temuan-temuan dalam penelitian yang kemudian dianalisis dengan kata-kata atau kalimat. 
Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan 
mengumpulkan informasi ataupun data untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.
17
 
Penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang tidak dimaksudkan untuk 
menguji hipotesis tetentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala 
atau keadaan fenomena yang terjadi di lapangan.
18
 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh, adapun jenis data yang digunakan 
dalam penelitian kualitatif terdiri dari: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama atau yang diperoleh 
langsung dari sumber asli.
19
 Hasil tersebut biasanya melalui wawancara, observasi dan pendapat 
dari narasumber. Dalam penelitian ini data primer adalah data yang  diperoleh langsung dari 
responden atau orang yang dijadikan narasumber 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yang menjadi pendukung dari masalah dalam penelitian ini yaitu berupa: 
1) Data primer terdiri dari data yang di peroleh dari buku-buku teori fiqh siyasah, buku-buku 
hukum positif, dan jurnal hasil penelitian. 
2) Data sekunder terdiri dari ensiklopedia, kamus, majalah, koran, dan situs webdite online. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber data, 
baik manusia maupun bukan manusia. Populasi dalam penelitian ini seluruh masyarakat Pekon 
Pajar Agung  dengan jumlah adalaha 1327 orang. 
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian dari jumlah atau yang akan mewakili dari populasi. Dalam 
menentukan berapa sampel maka peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. Yaitu, 
peneliti menentukan sendiri siapa orang yang akan dijadikan sampel berdasarkan ciri-ciri atau 
kriteria tertentu yang diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi sampel  dalam penelitian ini 
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berjumlah 10 orang yang terlibat dalam pemilihan pertama 2 orang  Calon Peratin, 2 orang 
panitia, 2 orang tim sukses, 4 orang pemilih sebagai tokoh Agama, tokoh adat, tokoh 
masyarakat, dan masyarakat pekon setempat. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu: 
a. Metode interview (wawancara) 
Metode interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan 




Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung yang di tujukan pada 
subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.
21
 Dokumen adalah catatan-catatan tertulis yang 
isinya merupakan pertanyaan-pertanyaan tertulis disusun oleh seorang atau lembaga untuk 
keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti dan membuka 
kesepakatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 
5. Pengolahan Data  
Data-data yang relevan  dengan judul ini terkumpul, kemudian diatas tersebut diolah dengan 
cara: 
a. Pemeriksaan data (Editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang yang telah 
dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam 
pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan 
dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur.
22
 
b. Rekontruksi data, (Recontrucing) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis 
sehingga mudah dipahami. 
c. Sistematika data (Systematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah.
23
 
6. Metode Analisa Data 
Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kompratif yaitu metode 
yang bertujuan untuk membandingkan satu buah fenomena dengan fenomena yang lain, atau 
membandingkan fenomena yang sama pada kelompok subjek yang berbeda.  
Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir deduktif, 
yaitu pembahasan dimulai dari penegertian dan dasar-dasar yang bersifat umum yang kemudian 
dicari yang bersifat khusus. 
Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang kemudian mengambil sebuah 
kesimpulan yang bersifat umum ke khusus. Metode ini akan dipergunakan untuk menyaring dan 
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menimbang data yang terkumpul, dan dengan metode ini juga data dianalisis sehingga didapatkan 
jawaban yang benar. 
I. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan skripsi ini dibuat sistematika yang diharapkan akan lebih mudah untuk di 
pahami. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang dimana setiap 
bab mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum gambaran sistematikanya 
adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN memaparkan pengesahan judul, latar belakang masalah, fokus 
penelitian, rumusam masalah penelitian, tujuan dilakukan penelitian, manfaat penelitian yang 
dilakukan,  kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode yang dilakukan dalam penelitian, 
sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI memaparkan landasan teori untuk menggambarkan posisi 
penelitian yang dilakukan terhadap hasil penelitian lain. 
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, 
gambaran umum objek yang diteliti, penyajian data penelitian disertai dengan pembahasan yang 
ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang disusun. 
BAB IV ANALISIS PENELITIAN memaparkan analisis data penelitian dan temuan yang 
dilakukan penelitian. 
BAB V PENUTUP memaparkan kesimpulan penelitian yang dilakukan disertai dengan saran 























A. Perspektif Hukum Islam 
1. Pengertian Fiqh Siya>sah 
Kata fiqh berasal dari faqaha>-yafqa>hu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "paham 
yang mendalam".
1Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari 




Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan 
syara mengenal amal perbuatan yang di perboleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-
dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'a>n dan sunnah).
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Kata siya>sah yang bersal dari kata sasa,  yang berarti mengatur mengurus dan memerintah 
atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini 
mengisyaratkan bahwa tujuan siyasa>h adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas 
sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatau.  
Siyasa>h menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, 
memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. 
Siya>sah secara terminologis, Abdul Waha>b Khallaf mendefinisikan bahwa siya>sah adalah 
"pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta 
mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberi batasan siya>sah adalah " membuat 
kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan.adapun Ibn Manzhur 
mendefinisikan siya>sah "mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada 
kemaslahatan. 
Dari uraian tentang Fiqh dan Siya>sah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siya>sah 
merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 
kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 
a. Pengertian Fiqh Siya>sah Dusturiyah 
Siya>sah Dusturiyah adalah bagian fiqh Siya>sah yang membahas masalah perundang-
undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-
undang  dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam satu negara), legislasi 
(bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang 
merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi 
pelaksanaan perundang-undangan tersebut. 
Disamping itu, kajian ini membahas konsep negara hukum dalam Siya>sah Syar'iyyah, 
tujuan dan tugas-tugas negara dalam Fiqh Siya>sah dan hubungan timbal balik antara pemerintah 
dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi. 
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Kata "Dustur" berasal dari bahasa persia, semula artinya adalah seorang yang memilii 
otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini 
digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster  (majusi). 
Setelah mengalami penyerapan ke dalam baghasa arab, kata dustur berkembang pengertiannya 
menjadi asas dasar atau pembinaan. 
Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan 
kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis 
(konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). 
Di dalam pembahasan Syari'ah digunaan istilah Fiqh Dusturiy, yang dimaksud dengan 
Dusturiy, adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun, seperti terbukti di 
dalam perundang-undangan, peraturn-peraturannya dan adat isti adatnya. Abu A'la> al-Maududi 
menakrifkan dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi 
landasan pengaturan suatu negara.
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Dengan demikian, Siya>sah Dusturiyah adalah bagian fiqh Siya>sah yang membahas 
masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-
undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam 
hukum-hukum syari'at yang di sebutkan dalam al-Qur'a>n dan yang di jelaskan sunnh Nabi, baik 




Hal-hal diataslah Siya>sah Dusturiyyah dikatakan sebagai bagian dari fiqh siya>sah yang 
membahas masalah perundang-undangan negara. Yang secara spesifik lingkup pembahasannya 
mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan 
hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.
6
 
J.Suyuti Pulungan dalam bukunya mengartikan Siya>sah Dusturiyah adalah siya>sah yang 
berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, 
cara pemilihan, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan 
yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.
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Dalam kaitannya dengan persoalan fiqh siya>sah  dusturiyah umumnya tidak dapat 
terlepas dari dua unsur pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulli (dalil yang mempunyai sifat 
keseluruhan dan tidak menunjukkan kepada sesuatu persoalan tertentu dari perbuatan mukallaf.  
Baik ayat-ayat al-Qur'a>n maupun al-ha>dist, maqa>shid syari'ah, dan semangat ajaran Islam 
di dalam masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena 
dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, 
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aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya 
hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.
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b. Ruang lingkup fiqh Siya>sah Dusturiyah 
Dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siya>sah, terdapat ihktilaf dari para ulama. 
Namun perbedaan ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sudut pandang 
masing-masing ulama, perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-
masing. 
Diantaranya adalah klasifikasi fiqh siya>sah secara menyeluruh, yang disimpulkan oleh 
Ima>m al-Ma>wardi dalam kitab Ahka>m al-Sultha>niyyah, dirinya memberikan penjelasan bahwa 
fiqh siya>sah tebagi menjadi beberapa bagian diantaranya: siya>sah dusturiyyah (perundangan), 
siya>sah ma>liyyah (keuangan), siya>sah qa>da'iyyah (peradilan), siya>sah harbiyyah (peperangan), 
dan siya>sah ida>riyyah (administrasi). 
Dari beberapa rung lingkup fiqh siya>sah diatas, maka menurut Iqbal dapat di 
kelompokkan menjadi tiga bagian kelompok, antara lain: 
1) Siya>sah Dusturiyyah 
Politik Perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan 
hukum al-Tasyri>'iyah oleh lembaga legislatif,  peradilan atau al-Qa>da'iyyah oleh lembaga 
yudikatif dan administrasi pemerintahan atau al-Ida>riyyah oleh eksekutif. 
2) Siya>sah Da>uliyyah 
Politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara 
yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada 
politik masalah peperangan atau siya>sah harbiyyah yang mengatur etika peperangan, dasar-
dasar diizinkan perang, pengumuman perang, tawanan perang dangenjatan senjata. 
3) Siya>sah Ma>liyyah 
Politik keuangan dan moneter yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan 
negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan 
hak-hak politik, pajak dan perbankan. 
Dengan demikian, fiqh siya>sah dusturiyah adalah bagian fiqh siya>sah yang membahas 
masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-
undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsi-prinsip Islam dalam 
hukum-hukum syari'at yang di sebutkan dalam al-Qur'a>n dan yang di jelaskan sunnh Nabi, baik 
mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam macam hubungan yang 
lain. 
Hal-hal diataslah Siya>sah Dusturiyyah dikatakan sebagai bagian dari fiqh siya>sah yang 
membahas masalah perundang-undangan negara. Yang secara spesifik lingkup pembahasannya 
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mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan 
hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. 
Selain itu juga berhubungandengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan 
batasan kekuasaanya, cara pemilihan, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan 
umat, dan ketetapan yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa 
dan rakyat. 
Selain itu pembahasan mengenai Fiqh Siya>sah Dusturiyah menurut beberapa tokoh 
terbagi menjadi beberapa bidang, seperti yang disampaikan oleh Djazuli, dirinya berpendapat 
bahwa Fiqh Siya>sah Dusturiyah terbagi sebagai berikut: 
a) Bidang Siya>sah Tasri'iyah 
Pembahasan terkait dengan siya>sah ini adalah persoalan ahl al-hall wa al-'aqd 
(majelis shuro), perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam 
suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan dan 
Peraturan Daerah. 
b) Bidang Siya>sah Tanfidhiyyah 
Pembahasan terkait dengan siya>sah ini adalah meliputi pembahasan tentang ima>mah 
persoalan bai'ah, wuzarah dan waliy al-ahdi. 
c) Bidang Siya>sah Qada>iyyah 
Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang peradilan. 
d) Bidang Siya>sah Ida>riyyah 
Pembahasan terkait dengan siya>sah ini adalah meliputi pembahasan tentang 
administrasi dan kepegawaian. 
Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada 
Negara, hal ini disebabkan oleh: 
1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak 
mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah 
perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk 
menjalankan pemerintah.
9
 Sedangkan para fuqaha/ulama menitik beratkan perhatian dan 
penyelidikan kepada hal-hal praktis. 
2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah 
dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang 
disusun dan digunakan sebagai alat negara. 
3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam), karena yang konkret adalah 
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4) Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat 
Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepada negara, oleh karena itu logis sekali 
apabila para fuqaha memberikan perhatiannya yang khusus kepada masalah kepala negara 
dan pemerintahan ketimbang kenegaraan lainnya.
11
 
5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai tenggelamnya 
pemerintahan daripada unsur-unsur negara lainnya.
12
 
Walaupun demikian, ada juga diantara fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula 
bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-fa>rabi, Ibnu> sina, Al-ma>wardi, Al-ga>zali, Ibnu> 
rusydi, dan Khaldun. 
Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa 
inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa 
indonesia tidaklah mustahil dari kata dustur. 
Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang 
membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah 
tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu 
negara. Sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan adan aturan-
aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut. 
c. Etika memilih pemimpin dalam Islam 
Pemimpin adalah faktor penting dalam kehidupan berkelompok, berorganisasi bahkan 
bernegara. Jika pemimpin itu jujur, baik, cerdas dan amanah, niscaya anggota atau rakyatnya 
akan makmur. Sebaliknya jika pemimpinnya tidak jujur, korupsi, serta menzalimi rakyatnya, 
niscaya rakyatnya akan sengsara. 
Oleh karena itulah Islam memeberikan tatacara dalam memilih pemimpin yang baik, di 
antaranya: 
1) Memilih pemimpin yang baik dan beriman 
Pemimpin yang baik dan beriman yakni yang memiliki akhlak mulia dan aqidah yang 
sma atau dari golongan kita, dan ini akan memperkuat dan dapat menjadi penolong bagi 
kaumnya sendiri. Sebagaimana firman Allah: 
                             
              (831-831لمائده:اسورة) 
“Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat sisaan yang 
pedih, yaitu orang-orang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong 
dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang 
kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. 
Hai orang-orang yang beriman, janaganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan  
nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian 
yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka 
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sesungguhnya orang itu termasuk golongan neraka. Sesungguhnya Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.13(Q.S An-Nisa’: 138-139) 
2) Memilih yang paling pantas 
Memilih pemimpin dalam Islam harus yang memiliki kemampuan dan keahlian, 
sehingga dianggap layak atau pantas baginya menrima amanah tersebut. Dalil etika ini 
adalah bahwa ketika Nabi menaklukkan Mekkah dan menrima kunci ka’bah dari bani 
syaibah, al-Abbas, pamannya, memintanya agar menyatukan untuknya tugas memberi 
minum jamaah haji sekaligus juru pintu baitullah. 
3) Memilih yang lebih berkompeten di bidangnya 
Etika ini merupakan penyempurnaan dari etika pertama. maksudnya, jika seseorang 
hendak memilih orang yang bisa mempresentasikan di bidangnya, sementara tidak dijumpai 
ada orang yang paling pantas dibidang tersebut, maka ia harus memilih orang yang lebih 
berkompetendari pada yang lainnya. Dengan kata lain, ia memperhatikan orang yang lebih 
banyak keshalihan dan kekuatannya. Hal itu dengan ijtihadnya, maka ia telah menunaikan 
amanah. Allah tidak membebaninya lebih dari itu, karena hal itu berada di luar 
kesanggupannya. Allah berfirman dalam 
Seandaninya tidak terdapat pemimpin yang paling pantas untuk memegang jabatan itu, 
maka memilih yang lebih mendekati kepantasan untuk tiap-tiap jabatan sesuai 
kemampuannya. Akan tetapi, kita punya kewajiban untuk mengawasi dan menasehatinya 
serta mengarahkannya dengan arahan yang baik. Bukan berarti ia mengangkatnya lalu 
membiarkannya. Sebab ia bukan ahlinya, dan ia hanyalah diangkat sebagai pemimpin karena 
dipaksa.
14
   
4) Memilih karena faktor kekuatan dan amanah 
Saat ini kecenderungan sorang pemimpin dapat dilihat hanya memiliki “sebelah kaki”, 
kuat tanpa amanah atau amanah tanpa kekuatan. Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan hal ini 
bisa disaksikan hingga masa kita dewasa ini. Misalnya, orang yang tidak layak memangku 
suatu jabatan dari segi amanahnya, namun anda melihatnya memiliki semangat, kekuatan 
dan kauletan dalam pekerjaan. Sebaiknya anda melihat orang amanah tapi tidak memiliki 
semua itu, anda mendapati orang-orang yang menjadi pemimpin rakyat  memilih jenis orang 
pertama untuk melaksanakan pekerjaan mereka meskipun ia tidak amanah.
15
 
Imam Ahmad pernah ditanya tentang dua orang yanag akan menajadi panglima dalam 
perang, salah satunya adalah orang yang kuat tapi fasiq, dan lainnya shalih tapi lemah. 
Siapakah di anatara keduanya yang ditunjuk sebagai panglima?, ia menjawab, orang fasiq 
tapi kuat, maka kekuatannya untuk kaum muslimin dan kedurhakaanya untuk dirinya sendiri. 
Sedangkan orang yang shalih tapi lemah, maka keshalihannya untuk dirinya sendiri dan 
                                                                   
13 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2015), 100. 
14 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Abdurrahman al-Jihan, Al-qawa’id asy-syar’iyyah li Ikhtiyar an-na’ib, 
terjemahan, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2009), 64. 





kelemahannya merugikan kaum muslimin. Jadi perang dilakukan bersama orang yang kuat 
meski pun durhaka. Nabi SAW bersabda yang artinya: 
 “sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang yang durhaka” 
5) Memilih pemimpin yang mampu berlaku adil 
Seseorang pemimpin dituntut harus mampu berlaku adil, keadilan yang diserukan Al-
Qur’an pada dasarnya mencakup keadilan dibidang ekonomi, sosial dan terlebih lagi dalam 
bidang hukum. Seorang pemimpin yang adil, indikasinya adalah selalu menegakkan 
supremasi hukum, memandang dan memperlakukan semua manusia sama di depan hukum 
tanpa pandangan bulu. 
Hal inilah yang telah diperintahkan Al-Qur’an dan dicontohkan oleh Rasulullah ketika 
bertekad untuk menegakkan hukum (dalam konteks pencurian), walaupun pelakunya adalah 
putri beliau sendiri (Fatimah Az-Zahra). Allah berfirman: 
                                
                        
 (1المائده:سورة)
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu, untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takw. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesunggunya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.16(Q.S Al-Maidah:8) 
2. Pengertian suap (Risywah) 
a. Pengertian suap (risywah) 
Risywah  berasal dari bahasa arab, yang berarti memasang tali, mengambil hati.17 Istilah 
lain yang seperti dan biasa dipakai dikalangan masyarakat adalah "suap”. Risywah atau sogok 
merupakan penyakit sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bemasyarakat 
dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. 
Dengan kata lain juga risywah ialah pemberian apa saja berupa uang atau yang lain 
kepada penguasa, hakim atau pengurus suatu urusan agar memutuskan perkara atau 
menangguhkannya sesuai dengan kehendak pemberi dengan cara yang zalim.
18
 
Risywah menurut para ulama dan ahli bahasa dalam kamus Al Misba>hul Munir dan Kitab 
Al-Mu>halla Ibnu> Hazm adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya 
untuk memenangkan perkaranya atau mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya 
dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil).
19
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Sedangkan menurut istilah dikenal beberapa pengertian suap (Risywah) seperti berikut 
ini: 
1) Suap adalah pemberian terhadap seorang pejabat dengan tujuan kepentingan si pemberi bisa 
terealisir sekalipun  melalui usaha-usaha yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan. 
Suap semacam ini haram hukumnya, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Jika 
pemberian ini dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak pemberi karena dia berada di 
pihak yang benar, maka pemberian itu hanya haram bagi yang menerima. 
2) Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi 
tersebut dapat menolong orang yang memberi. maksudnya adalah sesuatu pemberian baik 
berupa uang, barang atau jasa yang diberikan pada seseorang dengan tujuan meraih sesuatu 
yang diinginkan, berkat bantuan orang yang diberi tersebut. 
3) Suap adalah sesuatu yang diberikan setelah seseorang telah meminta pertolongan 
berdasarkan kesepakatan. Definisi ini kurang umum karena tidak mencakup definisi suap 
yang tanpa kesepakatan. Definisi ini juga tidak mencegah adanya semacam pemberian yang 
sebetulnya tidak termasuk suap, seperti misalnya sedekah. Karena sedekah kadang diberikan 
setelah ada yang memintanya. 
4) Suap adalah sesuatu yang diberikan untuk mengeksploitasi sesuatu yang hak menjadi yang 
batil dan yang batil menjadi yang hak. Artinya sesuatu itu diserahkan atau diberikan kepada 
orang lain supaya si pemberi di tolong walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh 
syara'. 
5) Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar orang yang diberi itu memberi 
hukuman dengan cara yang batil  atau memberi sesuatu kedudukan agar berbuat dzalim. 
Dengan kata lain sesuatu yang diberikan oleh si penyuap kepada seseorang dengan tujuan 
agar penyuap mendapat pertolongan dengan hukum batil dari masalah yang hak atau agar 
mendapatkan kedudukan yang tidak layak baginya. 
6) Suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya agar orang itu 
mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginanya. Definisi ini menjelaskan suap 
adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat dan lainnya dengan 
segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan itu ada kalanya berupa harta atau sesuatu 
yang bermanfaat bagi penerima sehingga keinginan penyuap tersebut dapat terwujud baik 
secara hak maupun dengan car batil.
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Firman Allah dalam al-Qur'a>n surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi: 
                            
          )811البقرة: سورة)      
                                                                   





 “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan 
jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya 
kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, padaahal kamu mengetahui.21(Q.S Al-Baqarah: 188) 
Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 ini melarang manusia untuk memakan 
harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain 
dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba menyiasati melaui upaya-upaya tertentu 




Rasulullah SAW juga menjelaskan ancaman bagi orang yang berbuat suap-menyuap 
(risywah)  dalam hadist yang berbunyi: 
)رواه ابو داود(23عْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو قَاَل َلَعَن َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم الرَّاِشى َواْلُمْرَتِشى  
“Dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah Saw. telah melaknat orang yang melakukan 
suap dan orang yang menerima suap”. (HR Abu Dawud) 
Suap adalah sesuatu yang diberikan untuk mengeksploitasi sesuatu yang hak menjadi 
yang batil dan yang batil menjadi yang hak. Artinya sesuatu itu diserahkan atau diberikan kepada 
orang lain supaya si pemberi di tolong walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh syara'. 
Berdasarkan hadist diatas bahwasannya suap-menyuap merupakan suatu dosa besar, karena 
pemberi dan penerima suap di ancam Rasulullah SAW. Dengan laknat atau ancaman dari Allah 
itu merupakan terusirnya terjauhnya dari rahmat Alllah.  
b. Unsur-unsur suap (Risywah 
Unsur-unsur suap sebagai berikut: 
1) Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau 
barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak 
dibenarkan oleh syara', baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa. 
2) Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang, atau barang dan jasa untuk 
mencapai tujuannya. 
3) Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang 
didambakan, diharapkan atau diminta. 
c. Bentuk-bentuk suap (Risywah) 
Didalam hal suap menyuap terdapat beberapa betuk, sebagai berikut: 
1) Suap untuk membatilkan yang hak dan sebaliknya 
Hal ini jelas-jelas diharamkan oleh syara', karena hak itu kekal dan batil itu sirna. 
Syari'at Allah adalah cahaya yang menerangi kegelapan yang menyebabkan orang-orang 
                                                                   
 21Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2015), 29. 
 22 Kaltsum, Lilik Ummu ddk, Tafsir Ayat-ayat Ahkam,  (Jakarta: UIN Press, 2015), 63. 






mukmin terpedaya dan para pelaku kejahatan tertutupi dan terlindungi. Maka, setiap sesuatu 
yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan dia atas kebenaran itu haram hukumnya. 
Dengan demikian, suap yang jelas-jelas membatilkan yang benar atau membenarkan 
yang batil diharamkan dalam Islam serta harta yang dijadikan suap itu haram dimakan dan 
dosanya ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu, penyuap dan penerima suap. 
Tidak diragukan lagi bahwa menyerahkan harta untuk memperoleh sesuatu dari 
seseorang dengan cara yang menyimpang dari ajaran Allah adalah perbuatan yang paling 
buruk dan tercela di mata umum. Sebab, harta itu diserahkan untuk memperoleh sesuatu 
yang terlarang didapatkannya. Seperti misalnya, seorang hakim atau pejabat yang 
mengambil harta suapan untuk melakukan kebatilan berarti dia telah berbuat fasik karena 
alasan-alasan berikut ini: 
a) Ia mengambil harta itu sarana melakukan kebatilan. 
b) Ia menjatuhkan suatu hukuman secara tidak sah dan tidak benar, dan itu secara qath'I 
diharamkan. 
2) Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan 
Secara naluri, manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi sosial, berusaha berbuat 
baik. Akan tetapi, kadangkala manusia khilaf sehingga terjerumus dalam kemaksiatan dan 
perbuatan zalim terhadap sesamanya, menghalangi jalan hidup  orang lain sehingga orang itu 
tidak memperoleh hak-haknya. Akhirnya untuk menyingkirkan dan meraih hak-haknya 
terpaksa harus menyuap. Suap-menyuap dalam hal ini, diperbolehkan. Namun, ia harus 
bersabar terlebih dahulu sehingga Allah membukakan jalan untuknya. 
Menujrut jumhur ulama, untuk suap jenis kedua ini adalah yang menanggung dosanya 
hanya orang yang menerima suap. Termasuk juga seseorang yang diperbolehkan 
menyerahkan hartanya karena keselamatan jiwanya terancam dan tidak  dimungkinkan untuk 
membela diri. Hal ini tidak termasuk suap karena Allah SWT berfirman Dalam al-Qur'a>n 
Surat Al-Baqarah ayat 286, sebagai berikut: 
                              
                          
                                     
             (612: البقرة  سورة)   
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia 
mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari 
(kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum 
kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 





sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. 
Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir".24 (Q.S 
Al-Baqarah: 286) 
3) Suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan 
Serah terima jabatan kepada generasi yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan 
kemampuan yang mapan merupakan amanat agama yang harus dijadikan pegangan, oleh 
karena itu, kita harus menutup jalan dan jangan sampai memberi kesempatan kepada orang 
untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari prosedur 
yang semestinya sebagaimana suap yang ditempuh kebanyakan orang. 
Cara ini jelas diharamkan oleh Allah SWT. Semakin tinggi kedudukan yang diraih, 
semakin besar pula dosa yang ditanggungnya. Keharaman cara ini dijelaskan dalam firman 
Allah SWT surat An-Nisa’ ayat 58, sebagai berikut: 
                              
                     (81النساء:  سورة )  
”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 
dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya 
dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, 
Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".
25
 (Q.S. An-Nisa’: 58) 
 Dari beberapa bentuk suap (Risywah) diatas, maka pemilihan Peratin di Pekon Pajar 
Agung Kec. Belalau Kab. Lampung Barat termasuk kedalam poin no (c) yaitu suap dalam 
memperoleh jabatan atau pekerjaan. 
B. Perspektif Hukum Positif 
1. Pengertian Politik Uang (Money Politic) 
Money Politic dalam bahasa indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar Bahasa 
Indonesia adalah uang sogok.
26
 Politik uang yaitu pertukaran sejumlah uang dengan 
posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya 
demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.
27
  
Politik uang (Money Politic) dapat diartikan juga sebagai upaya mempengaruhi perilaku 
orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada juga yang mengartikan politik uang sebagai 
tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam 
jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai dengan pemilihan umum suatu 
negara. 
Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan 
imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta 
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 26 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 
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Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi 
money politic sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril 
mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus money politic bisa 
dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau 
penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut 
secara hukum pun jadi kabur. 
Maka politik uang (Money Politic) adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang 
atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang  atau materi lainnya kepada seseorang  
supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya 
untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari 
atau kepada pihak-pihak tertentu. 
2. Dasar Larangan Pokitik Politik Uang (money politic) 
Sejarah keberlangsungan pemilihan kepala desa langsung tidak bisa dilepaskan dari aturan 
perundang-undangan yang ada. Diantaranya pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang pemerintah daerah, sebagaimna diatur dalam BAB XI pasal 95 terkait pemerintahan 
desa disebutkan bahwa: 
a. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat 
desa. 
b. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. 
c. Calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, 
sebagaimanadimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh 
Bupati. 
Bunyi ayat-ayat dalam pasal di atas menjadi bagian terpenting bahwa pemilihan peratin 
(pilkades) secara langsung memiliki legalitasnya. Terkecuali daripada itu, pembacaan terhadap 
pasal ini mengindikasikan bahwa pemilihan peratin (pilkades) merupakan bagian dari pemerintahan 
desa disamping perwujudan perangkat desa.
29
 
Fenomena politik uang tersebut tidak hanya terjadi pada pemilihan umum ditingkat pusat 
maupun tingkat daerah saja tetapi juga terjadi pada tingkat pemilihan kepala desa. Secara umum 
politik uang adalah suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seseorang 
supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih salah seorang kandidat pada saat 
pemilihan umum. Politik uang sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1999 pasal 73 ayat 3 yang menjelaskan bahwa siapun pada waktu diselenggarakan pemilihan 
umum melakukan pemberian atau janji menyuap, akan dipidana dengan hukuman penjara paling 
lama 3 tahun. Pidana dikenakan kepada yang memberi maupun yang diberi. 
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29 Umarwan Sutopo, Pilkades Langsung dalam Tinjauan Fiqh Siyasah, e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & 





Terkait dengan sanksi pidana bagi calon peserta pemilihan yang melakukan politik uang 
terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 149 ayat (1) dan (2) yang 
berbunyi: 
3) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasrkan aturan-aturan umum, dengan memberi 
atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya 
memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. 
4) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau 
disuap. 
Artinya berdasarkan dalam KUHP, pemilih dan yang dipilih mendapatkan sanksi penjara 
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